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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAKALAR,

Menimbang : a bahwa setslah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan
Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Takalar, maka perlu dilakukan penataan terhadap
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar dalam
rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar ;

b. bahwa berdasarkan perfimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan
Tata kerja l.embaga Teknis Daerah;

r—t

Mengingat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat f di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Republik indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4383};
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. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Satuan
Poisi Pamong Prajs;

Peraturan Pemeriniah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian
urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah
Proipinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupater/Kota {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741};

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000
tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja inspektorat Provinsi
dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar {Lembaran Daerah
Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupalen Takalar Nomor 01).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dajam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar ;

2. Ppemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyefenggara Pemerintahan Daerah;

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara wrusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi, dan tugas pembantuan
depgan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan
Republik tndonesia sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar Negara
Republik indonesia Tahun 1945; |
Bupati adafah Bupati Takalar :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah Kabupaten Takalar -

6. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajban dagrah otonom, untuk
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mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat selempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Daerah QOtonom selanjutnya disebut Daerah adaleh kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan dagrah yang terdini dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan
Kelurahan;

Lembaga Teknis Daerah adalah Unsur Pendukung Kepala Daerah yang terdiri
dari Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah dan Inspektorat ;

Unit Pelaksana Teknis Badan {UPT) adalah unit ketja teknis yang melaksanakan
tugas tertentu dari suatu Badan,

. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,

wewenang dan hak seseorang pegawal negeri sipi! yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian dan / atau keterampian tertentu sera bersifat
mandiri, dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
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BAB 1
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Baglan Kesatu
Pembentukan-

Pasal2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupa-;cen Takalar,
yaitu:

A -

— T @

Inspektorat Kabupaten;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;

Badan Kesatuan Bangsa, Poltik dan Perlindungan Masyarakat;
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa:
Badan Keiuarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
Satuan Polisi Pamong Praja;

Rumah Sakit Umum Daeraby;

Kantor Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal Daerah;
Kanfor Perpustakaan dan Arsip Daerah;

Kantor Pelayanan Terpadu.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal3

(1) Inspektorat Kabupaten adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan
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bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis :administratif
mendapat pembinaan Sekretaris Daerah;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencana
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diplmpin olelt seorang Kepala,
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah;

Badan dan Kantor adalah unsur pendukung tugas kepala daerah untuk
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat
spesifik, dipimpin olelt seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Rumah Sakit adalah unsur pendukung tugas kepala daerah untuk melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daeraht yang bersifat spesifik, dipimpin
oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Sekretariat Lembaga Lain adalah sekretariat yang dibentuk dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas lembaga [ain dalam mewadahi penanganan tugas-
tugas pemerintahan umum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah,
dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bartanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretarls Daeraft

BAB I
INSPEKTORAT KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal4

Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimeksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf &,
mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pengawasan berdasarkan asas
desentralisasi dan tugas pembantuan.
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* Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat
Kabupaten mempunyai fungsk:

Perencanaan program pengawasan;
Pertimusan Kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
Pemeriksaan, pengusutan, pengufian, dan penfiaian tugas pengawasan; dan
Pelaksanaan tugas fain yang diberiken oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya,
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal6

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri atas;
a. Inspekiur;
b.  Sekretariat;
¢ Inspektur Pembantu;
d. Sub Bagian,
e Seksi
f  Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam
Lampiran ! dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan
Daerah ini.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdii atas:
& Sub Bagian Perencanaan;

b.  Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

¢ Sub Bagian Administrasi dan Umum;
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Pasai 8

Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat {1) huruf ¢, terdiri
atas:

a. Inspekiur Pembantu Wilayah |;

b. Inspektur Pembantu Wilayah K;

¢ Inspekiur Pembaniu Wilayah Hi;
' Pasal9

Inspektur Pembanty Wilayah | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri
atas:

a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;

b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;

¢ Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;

Pasal 10

Inspektur Pembanfu Wilayah It sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri
atas:

a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;

b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;

¢ Seksl Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;

Pasal 11

inspektur Pembanty Wilayah lll sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf ¢, terdir
atas:

a, Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;

b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;

¢ Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
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BAB IV
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal12

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perencanaan
pembangunan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

"~ Pasali3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan:
¢. Pembinaan dan pelaksanaan tugas d bidang perencanaan pembangunan daerah;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesual dengan fugas dan
fungsinya.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:
Kepala Badan;

Sekretariat;

Bidang;

Sub Bagian;

Sub Bidang;

Jabatan Fungsional.

o 00 o
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{2} Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah -

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Daerah in.

Paragraf |
Sekretariat

Pasal 15

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, terdi atas.
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

b. Sub Bagian Keuangan;

¢ Sub Bagian Program.

Paragraf 2
Bidang

Pasal 16

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf ¢, terdil atas :
a Bidang Litbang dan Statistik.

b. Bidang Ekonomi,

¢ Bidang Sosial Budaya;

d. Bidang Fislk dan Prasarana Daerah;

Pasal 17

Bidang Litbang dan Statistk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf &, terdil

atas:
a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
b. Sub Bidang Statistk, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pémbangunan.
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Pasal 18

Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas:
a. Sub Bidang Pertanian dan Pertambangan;
b. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi, UKM dan Penanaman Modal.

Pasal 19

Bidang Sosfal Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf ¢, terdiri atas:
a. Sub Bidang Kesejahteraan Sostal;;
b. Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum.

Pasal 20

Bidang Fisik dan Prasarana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d,
terdiri atas:

a. Sub Bidang SDA, Sarana dan Prasarana Daerah ;
b. Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan dan Permukiman.

BABV
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DH(LAT DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 21

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf ¢, mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang kepegawalan dan dikiat
daerah berdasarkan asas desentralisasl dan tugas pembantuan.
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Pasal22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah mempunyai fungst:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan diklat yang mefiputi bidang
pengembangan pegawai, mutasi kepangkatan dan jabatan, kinerja dan
kessjahteraan, pendidikan dan pelatthan;

b. Pemberian dukungan penyelenggaran pemerintahan dibidang kepegawaian dan
diklat yang mefiputi bidang pengembangan pegawal, mutasi kepangkatan dan
jabatan, kinerja dan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan;

¢. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian dan diklat yang
meliputi bidang pengembangan pegawai, mutasi kepangkatan dan jabatan, kinerja
dan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan ;

d.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupali sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 23
Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:
Kepala Badan;
Sekretariat,
Bidang;
Sub Bagian;
Sub Bidang;
UPT:
Jabatan Fungsional.

Bagan Strukiur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran lf dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan Daerah ini.

12
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Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 24

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan;

¢. Sub Bagian Program.

Paragraf 2
Bidang

Pasal 25

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf ¢, terdi! atas :
a. Bidang Pengembangan Pegawai;

b. Bidang Mutasi Pegawai;

¢. Bidang Kinerja dan Kesejahteraan;

d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 26

Bidang Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a,
terdri atas

a. Sub Bidang Perencanaan dan informasi kepegawaian;
b. Sub Bidang Kompetensi.
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Pasal 27

Bidang Bidang Mutasi Pegawai dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas:
a. Sub Bidang Mutasi Kepangkatan dan Jabatan;
b. Sub Bidang Mutasi Pindah dan Pensiun.

Pasal28

Bidang Kinerja dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf ¢,
terdiri atas :
a. Sub Bidang Kinerja;
b Sub Bidang Kesejahleraan.
Pasal 28

Bidang Pendidikan dan Latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 hurut 4,
terdiri atas
a. Sub Bidang Analisis Kebutuhan Diklat dan Desain Kurikulum;

b. Sub Bidang Diklat Struklural, Teknis dan Fungsional.

BABVI
BADAN KESATUAN BANGSA,
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 30

Badan Kesatuan Bangsa, Poliik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat {1} huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan d bidang
kesatuan bangsa, pofitik dan perlindungan masyarakat berdasarkan asas desentrafisasi

dan tugas pembantuan.
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Pasat 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Badan

Kesatuan Bangsa, Politk dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan perliindungan
masyarakat yang meliputi bidang idiologi dan kewaspadaan nasional, ketahanan
sosial dan politik, ketahanan ekonomi, perlindungan masyarakat;

b. Pemberfan-dukungan penyelenggaran pemerintahan dibldang kesatuan bangsa,
politik dan perlindungan masyarakat yang meliputi bidang Idiologl dan
kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan politik, ketahanan ekonomi,
perlindungan masyarakat ;

¢ Pembinaan dan pelaksanaan lugas dibidang kesatuan bangsa, politik dan
perlindungan masyarakat yang meliputi bidang idiologi dan kewaspadaan
nasional, ketahanan sosial dan politik, ketahanan ekonomi, perlindungan
masyarakat ; dan :

d Pelaksanaan lugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 32

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat terdiri atas:

Kepala Badan;
Sekretariat;

Bidang;

Sub Bagian;

Sub Bidang;

upPT:

Jabatan Fungsional,

Q@ w0 o0 o
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(2) Bagan Struktr Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat sebagaimana tercartum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf |
Sekretariat

Pasal33

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) hurut b, terdiri atas:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan; |

¢. Sub Bagian Program.

Paragraf 2
Bidang

Pasal 34

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf ¢, terdir atas :
a. Bidang idiologi dan Kewaspadaan Nasional,

b. Bidang Ketahanan Sosial dan Politik;

c. Bidang Ketahanan Ekonomi;

d. Bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 35

Bidang ideclogl dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

hurufa, terdiri atas:
a Sub Bidang Ketahanan Idiologt;

h. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional.
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Pasal 36

Bidang Ketahanan Sosial dan Politi dimaksud daiam Pasal 32 huruf b, terdrri atas:
¢ Sub Bidang Pengelolaan Ketahanan Sumber Daya Sosial; '
d. Stb Bidang Pengawasan dan Pengendafian Politk.

Pasal 37

Bidang Ketahanan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasai 32 huruf ¢ terdid
atas: _

a Sub Bidang Pengelolaan Ketahanan Sumber Daya Ekonomi;

b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendatian Ketahanan Sumber Daya Ekonom,

Pasal 38

Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasaf 32 huruf d,
terdiri atas:

a Bub Bidang Pembinaan Linmas;
b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Linmas.

BAB VH
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi
Pasal 39

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa berdasarkan asas deseniralisasi dan tugas pembantuan.

ORGANISASIDANTATAKERJA
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Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa meliputi pemberdayaan pemerintahan desa dan kelyrahan,
penguatan kelembagaan dan partisipasi, pengembangan ekonomi masyrakat,
pengelolaan SDA dan teknologi;

b. Penyelenggaraan pelayanan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan desa yang meliputi pemberdayaan pemerintahan desa dan
kelurahan, penguatan kelembagaan dan partisipasi, pengembangan ekonomi
masyarakat, pengelolaan SDA dan teknologi;

¢ Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan desa yang meliputi pemberdayaan pemerintahan desa dan
kelurahan, penguatan kelembagaan dan parlisipasi, pengembangan ekonomi
masyarakat, pengelolaan SDA dan teknologi;

d  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi
Pasal 41

{1) Susunan Organisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdki
atas:

Kepala Badan;
Selgetariat:

Bidang;

Sub Bagian;

Sub Bidang;

UPT:

Jabatan Fungsional.

Q@ o a0 oD
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(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Pesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagran yang
tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaiam,
b. Sub Bagian Keuangar;

¢. Sub Bagian Program.
Pasal 43

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf ¢, terdiri atas:
a. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

bh. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi;

¢ Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat;

d. Bidang Pengelolaan SDA dan Teknologi.

Pasal 44

Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Keluwrahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 huruf a, terdiri atas:

a. Sub Bidang Aset dan Keuangan Desa/Kelurahan;
b. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan;.

Pasal 45

Bidang Psenguatan Kelsmbagaan dan Pengembangan Partisipasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, terdiri atas:

a.  Sub Bidang P-engembangari Kelembagaan Masyarakat;
b. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
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Pasal46

Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 huruf ¢, terdii atas:

a. Sub Bidang Pengembangan Produksi dan Pemasaran;
b. Sub Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.

Pasal 47

Bidang Pengelolaan SDA dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
huruf d, terdiri atas:

a. Sub Bidang Fasilitasi Pemanfaatan SDA;
b. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

BAB VIl
BADAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 48

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan periindungan angk berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi
dan tugas pembantuan. -
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| Pasal 49
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebljakan teknis dibidang pelayanan KB dan kesehatan reproduksi,
ketahanan dan pemberdayaan keluarga, advokasi, KIE, pengendalian
kependudukan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;

b. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum dibidang pelayanan KB dan kesehatan
reproduksi, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, KIE, pengendalian
kependudukan, Gender, pemberdayaan perempuan dan perfindyngan anak ;

¢. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan KB dan kesehatan
reproduksi, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, KIE, pengendalian
kependudukan, Gender, pemberdayaan perempuan dan perfindungan anak ;

d. Pelaksanaan tugas fain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 50

(1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
terdiri atas:

Kepala Badan;

Sekretariat;

Bidang;

Sub Bagian;

Sub Bidang;

UPT,
g Jabatan Fungsional.

{2) Bagan Strukiur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Parempuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V1 dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

~® on o
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Pasal 51

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a  Sub -Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan;
¢ Sub Baglan Program
Pasal 52

Bidang sebagaimana dimaksud dafam Pasal 50 ayat (1) huruf ¢, terdirt atas :
a. Bidang Pelayanan Keluarga Befencana dan Kesehatan Reproduks;

b. Bidang Ketahanan dan Pembeldayaan Keluarga;

¢ Bidang Advokasi, KIE dan Pengendalian Kependudukan;

d. Bidang Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 53
Bidang Pelayanan Kelyarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 hurut a, terdini atas:
a  Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencang;
b. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi,

Pasal 54
Bidang Ketahanan dan Pembeldayaan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
52 hwruf b, terdii atas:
a. Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
b. Sub Bidang Kelembagaan dan Jaringan Keluarga Berencana.
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Pasal 55

Bidang Advokasi, KIE dan Pengendalian Kependudukan sebagaimana dimaksud

. dalam Pasal 52 huruf ¢, terdin atas:

a. Sub Bidang Advokasi, Komunikasi Info'masi dan Edukasi (KIE);
b. Sub Bidang Pengendalian Kependudukan.

Pasal 56
Bidang Gender, Pemberdayaan Pefempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, terdiri atas:
a. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender;
b. Sub Bidang Peflindungan Perempuan dan Anak,

BABIX
BADAN KETAHANAN PANGAN
DAN PELAKSANA PENYULUHAN

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 57

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf g. mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pejaksanaan kebijakan urusan dibidang Ketahanan Pangan dan pelaksanaan
Penyuluhan berdasarkan asas desentalisasi dan tugas pembantuan,

Pasal 58

Untuk menyelenggarakan tugas sebagdimana dimaksud dalam Fasal 57, Badan
Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai fungsi:
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(1)

Perumusan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan dan pefaksanaan
penyuluhan yang mefiputi ketersediaan dan penganekaragaman pangan, distribusi
dan informasi pangan, keamanan pangan, penyuluhan;
Penyelenggaraan pefayanan dalam bidang Ketahanan Pangan dan pelaksanaan
penyuluhan yang meliputi ketersediaan dan penganekaragaman pangan, distribusi
dan informasi pangan, keamanan pangan, penyuithan ;
Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Ketahanan Pangan dan pelaksanaan
penyuluhan yang meliputi ketersediaan dan penganekaragaman pangan, distribusi
dan informasi pangan, keamanan panrgan, penyuluhan ;

Pelaksanaan tugas tain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 59

Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuiuhan terdiri
atas:

Kepala Badan;

Sekretariat:

Bidang;

Sub Bagian;

Sub Bidang;

UPT;

g. Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuithan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vil dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

o oo oe
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Paragraf 1
Sekretariat
Pasal 60

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, terdifi atast

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b Sub Bagian Keuangan,
¢ Sub Bagian Program.
Paragraf 2

Bidang

Pasal 61
Bidang sebagimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) wruf ¢, terdii atas:
a. Bidang Ketersediaan dan Penganekaragaman Pangan;
b. Bidang Distribust dan Informasi Pangan;
¢ Bidang Keamanan Pangan;
d. Bidang Penyuluhan,

Pasal 62

Bidang Ketersediaan dan Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 61 huruf a, terdiri atas:
a. Sub Bidang Ketersediaan Pangan;
b. Sub Bidang Penganekaragaman Pangan.

Pasal 63

Bidang Distribusi dan informasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf

b, terdrri atas:
a. Sub Bidang Distribusi Pangan;
b. Sub Bidang Informasi Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan.

ORGANISASI DAN TATA KERJA
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Pasal 64
Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf ¢, terdir
atas: ‘
a. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Pangan;
b. Sub Bidang Mutu Pangan dan Gizi

Pasal 65

Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, terdiri atas:
a. Sub Bidang Kelembagaan, Tenaga dan Sarana;
b. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Tani.

BABX
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal66

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h,
mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban
umum, menegakkan Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati, penanggulangan
kebakaran dan tanggap darurat.

Pasal 67

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Satuan Polisi
Pamong Praja mempunyai fungsi:
a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum,

penagakan peraturar: daerah dan peraturan Bupati, penanggulangan kebakaran
dan tanggap darurat;
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b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan serta penyelenggaraan ketentraman
ketertiban umum d daerah, penanggulangan kebakaran dan tanggap darurat;

¢ Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati
penangqulangan kebakaran dan tanggap darurat;-

d Pelaksanaan koordinasi pemefiharaan serta penyelenggaraan ketentraman dar
ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, peraturan Bupati dengar
Aparat kepolisian Negara, PPNS dan atau lainnya dan penanggulangan kebakarar
dan tanggap darurat;

e. Pelaksanaan tugas fain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 69

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:

a Kepala Satuan;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

¢ Seksi-seksi;

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2} Bagan Strukiur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VIl dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Daerah ini.

Pasal 69

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal €8 ayat (1) huruf ¢ terdlri atas:
a. Seksi Pengendalian dan Pengembangan Kapasitas;;

b. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan;

¢. Seksi Pemadam Kebakaran dan Tanggap Darurat.
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BABXI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi
Pasal 70

Rumah Sal.dt Umim Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf |
mempunyal tgas melaksanakan urusan d bidang pelayanan kesehatan megik dan

keperawatan berdasa’kal a ' i
sas deseNtfaliasasi, dekonsentrasi
et asi dan tugas

Pasal 71
Untuk menyelenggarakan tugas ssbagai i
! gaimana dimaksud dalam Pasal 70, Rumah Saki
Umym Daerah mempunyai fungsi: .
Perumusan kebijakan teknis o bidang administrasi, medik dan keperawatan;
Penyelengga’aa yrusan administrasi, medik dan keperawatan;

¢ Pembinaan dan pelaksaNaan tu R L . .
gas di bidang administ
Keperawatan; g administrasi, medik dan

o om

=3

Pelaksanazn tigas laif yaNg dibefikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susupan Organisasi

Pasal 72

{4} Susun@n Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdii atas:
Direktur:

Sekretaliat;

Bidang;

Seksi-seksi;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Do oo
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() Bagan Struktu Ofgaficasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum
datam Lampifan X dan mefupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Pefatwan Dasrah ini. '

Pasal 73

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huluf b, terdir atas:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawalan;

b. Sub Bagian Keuangan;

¢. Sub Bagiah Program.

Pasal 74

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 hufuf ¢, tefdii atas:

a. Bidang Pelayanan Medk dan Non Medk;

b. Bidang Kepelawatan,

¢ Bidang Pelayanat Masyarakat.

Pasal75

Bidang pelayanan Medik dat Non Medik sebagaimana dimaksudkan dala™ pasal 74

hurufa, terdiri atas:
a. Sekd Pelayanan Medik;

b. Seksi Pelayatan Non Medik.

Pasal 76

Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksudkan dala™ pasal 74 huiuf b, terdii atas:
a. Seksi Asuhah Keperawatan;
b. Seks Mahajemen Keperawatan.
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Pasal 77
Bidang Pelayanan Masyarakat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 74 huruf c,
terdirt atas:
a Seksi Humas dan Promosi Kesehatan;
b, Seksi Penelitian dan Pengembangan.

BAB Xif
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 78

Kantor Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf |, mempunyai tugas melaksanakan urusan d bidang
lingkungan hidup dan penanaman modal daerah berdasarkan asas desentralisasi
dan tugas pembantuan.

Pasal 79

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Kantor

Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi:

a  Perumusan kebijakan teknis fingkungan hidup melfiputi pengembangan kapasitas
sumber daya lingkungan, manajemen pengendalian dampak fingkungan,
penanaman modal daerah;

b. Penyeienggaraan urusan lingkungan hidup dan penanaman modal meliputi
pengembangan kapasitas sumber daya lingkungan, manajemen pengendalian
dampak lingkungan, penanaman modal daerah;

¢ Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkungan hidup dan penanaman modal
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meliputi pengembangan kapasitas sumber daya lingkungan, mapajemen
pengendalian dampak lingkungan, penanaman modal dgerah;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Bagian Kedua
“Susunan Organisast

Pasal80

(1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal Daerah
terdiri atas:
a. Kepala Kantor,
b, Sub Bagian Tata Usaha;
¢ Seksi,
d. Jabatan Fungsional. o

(2) Bagan Strukiur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup dan Penanama.n Modal
Daerah sebagaimana fercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal §1

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) hupuf ¢, terdid atas:
a. Seksi pengembangan kapasitas sumber daya fingkungan;

b, Seksi manajemen dan pengendalian dampak lingkungan,

¢ Seksi Penanaman Moda! Daerah.
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BABXU
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 8

Kantor Perpustakaan .dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huru.f k, memplnyai tugas melaksanakan urusan d bidang pslayanan perpustakaan
dan arsip dae’ah befdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.,

Pasal 83

gnfuk menyelenggafa'\kan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Kantor
“efpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungs: |
a. Perumusan kefbijakan tekMis di bidang perpustakaan dan arsip serta
Pengembangan Tungsional dan diktat pustakawan berdasarkan i
o [
s persatioa sas otonomi dan
b. Penyelenggaraan Urygan perpustakaan dan arsip serta palayanan umum dibidang

perpustakaan dan arsip serta peNgembangan fungsional dan dikat pustakawan
bérdasarkan asas otoMomi dan tugas perbantuan:

G Pitrgbinaa.n dan pela::sanaaﬂ serta pelayanan dbidang perpustakaan dan arsip
serd péngembangan Tungsional dan diklat pustakawan berdasark i
_ _ an asa
dan tugas perbantuan; >elorem

d  Pelaksanaan dan pejayanan tugas lain iberi ‘ '
yang diberikan oleh Bupat
tugas dah fungsinya, P sesua dengan

) . CRCGANISAS! DAN TATA KER[A
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Bagian Kedua :
Susunan Organisasi

Pasal 84

{1). SusuNah Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdii ataé:

a. Kepala Kanior;
b. Sub Bagian Tda Usaha;
¢. Sekshseksi
d. Jabatan FuNgsional.
(2} Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana
“tefcantum dalam Lampiran X! dan mefypakan bagian yang tidak terpisahkan

dengan Peratufan Daerah ini,

Pasal 85

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf ¢, terdii atas:
a. Seksi Perpustakaan;

b. Seksi Kearsipan;
¢. Seksi Pengembangan dan Diklat Fungsional.

BABXIH
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 86

Kantor Pelayanah Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 ayat (1) huruf |
mempunyai tugas melaksaNakan wrusan di bidang pelayanan perizinan secara terpadu
berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.
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Pasal 87
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Kantor
Pelayalan Terpadu mempunyai fungsk: |
@ Penyusunan kebijaka tekNis pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi
perizinan;
Pembeyian pejayanan izin yang telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait;
Pe"gelofaan pungutart biaya perizinan dan pembukuan:
Pemberian bimbingan, pengendafian dan pengawasan pelaksanaan izin;
PenyUsunan taporan izin yang telah diterbitkan;

Pelaksanaan fugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai d ngan bi
/ e
dan fungsinya, p an bidang tugas

™ o a0 &

Bagian Kedua
Susunan Organjsasi

Pasal 88

(1) Susungn Organisasi KaMtor Pelayanan Terpadu terdiri atas:
a  Kepala Kantor:
b Sub Bagian Tata Usaha;
. Seksi;
¢ Jabatan Fungsional,
{2) Bagap Struk?ur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana tercantum
gz:zgr:sfgiz;?;h )f;:ll da Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan

Pasal 89
Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf ¢, terdiri atas:
& Seksi PeNelitian Administrasi dan Penerbitan:
b Seksi Penefimaan dan Pembukuan:
< Seksi Pengawasan dan Pengendalian;

34 E@_, e T
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BABXIV : »
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
Pasal 90

{1). Unit Pelaksana Teknis {UPT} pada Badan dibentuk untuk melaksanakan sebagian

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai
wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan, dan dipimpin oleh seorang Kepala
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalul Kepala
Badan;

{2). Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana di maksud pada ayat
(1} disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Peratuan Bupati
sesuai dengan pefaturan pefundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 91
Formasi Jabatan Fungsional pada masing-masing Lembaga Teknis Daerah dan
Lembaga Lain disesuaikan dengan kebutuhan dan diangkat berdasarkan peratufan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
TATAKERJA

Pasal92

Dalam melaksanakan tugasnya, sefiap pimpinan unit kerja d lingkungan Lembaga
Teknis Daefah dan Lembaga Lain wajib menefapkan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkfonisasi, dan simplifikasi, baik d fingkungan Pemerintah Daefah maupun dalam
hubungannya dengan instansi Pemerintah dan/atau instansi iaih yang secara

fungsional mempunyai hubungan kerja.
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Pasal B3

(1) Sefiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah dan
Lembaga Lain wajib Memaluhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada
alasannya serta MenyaMpaikan laporan berkala tlengan tepat wakty,

(2} Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap
pimpinan unit kerja Menyampaikan tembusan laporan kepada unit kerja fain yang
s€cara fungsiona! Mempunyai hubungan kerja.

(3) Setiap laporan yang diteriMa oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya, diolah
dan dipergunakan sebagal bahan pefyusunaf laporan lebih lanjut kepada atasan
serta dijadikan sebaga bahan untuk pemberian petunjuk kepada bawahan.

BAB XVIi
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal %4

Rincian Tugas -de'ln Fungsi sefiap jabatan pada masing-masing Lembaga Teknis Daerah
dan Lembaga Lain, diatur lebih fanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan
perundang-uhdangan yang berlaku.

BAB XVl
HETENTUAN PERALIHARN

Pasal 95

Pemangky jabatan pada LeMpaga Teknls Daerah tetap memangku jabatannya
sampai dengan ditakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan
Dagraht ini,

ORGANISASI DAN TATA KERJA.
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BAB XIX-
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal %

pembentukan LeMbaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain yang belum diatur dalam
Peraturan Daerah ini akan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah,

_ BABXX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

(1) Peraturan Daerah ini berlaku secara efekiif setelah dilakukan pelantikan dan serah
terima jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

() Dengan berlakuhya Peraturan Daerah i, maka : Peraturan Daerah Kabupaten
Takalar NoMor 08 TahuP 2003 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar-Tahun 2003 Nomor
18); dan ketenfyan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan ‘ﬁd;%k_berlak;z.
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Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai beflaku sejak tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
Tni dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takaiar

Diundangkan o Takalar

/Rgﬂgng g I 31 Juli 2008

e H DAHYAR B Msi.

A, \ "
\Ea ngE:__ar/:'P}_enbina Utama Muda

Nip 1580 017 538

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN2008 NOMOR 12
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